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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    138    TAHUN 2009
TENTANG

PENUNJUKAN  PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN (PNPM-MKP) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009
BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) di Kabupaten Bantul perlu penetapan Pertanggungjawaban Operasional; 



	
	b.  
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a  perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 



	Mengingat   : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2.
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



	
	3.
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


	
	4.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	5.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



	
	8.
	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



	
	9.
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan;



	
	10. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 



	
	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	
	12.
	Keputusan Bupati Bantul Nomor 41A Tahun 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;


	Memperhatikan :
	1.
	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0033.0/032-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP);


	
	2.
	Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP).


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menunjuk  Penanggungjawab Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
Nama

Pangkat/Gol

Jabatan

:

:

:

Dra. Mursumartinah

Pembina Tingkat I/IVb

Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul



	KEDUA
	:
	Penanggungjawab Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan pengendalian teknis dan administrasi program sesuai DIPA dan PO serta memberikan pengarahan dan bimbingan yang merupakan tindaklanjut hasil pengawasan/audit.


	KETIGA
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Program PNPM-MKP Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.


	KEEMPAT        :
	
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.


Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta;

2. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Departemen 
Kelautan dan Perikanan di Jakarta;

3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;

6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;

7. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Bantul;

8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. bantul

9. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
